BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES |
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

©© Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 22
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu
ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk kelancaran tugas dan mendukung operasmnal
Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, maka
dipandang perlu menetapkan besaran Belanja Penunjang
Operasional bagi Pimpinan DPRK, Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK
Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d1maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Dana Operasional
Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten,
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022; ‘

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukar';i
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupatelél
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179j;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone81a
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemermtahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom@r
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomear
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubh’k
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker}a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera%h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentanfg
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentan.g
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentapg
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah iAceh
Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Benta
Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 66};

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya
(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120);!

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Nomor 4 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya



Menetapkan
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-
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Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceht
Barat Daya Nomor 146)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG BESARAN

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIE
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA TAHUN ANGGARAN 2022. y

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. :
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemermtah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesual
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah  sebagai unsur penyelanggara  Pemerintah
Kabupaten.
Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. ‘
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.

Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh
Barat Daya yang dipilih, diangkat dan dlsumpah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRK
yvang telah diresmikan keanggotaannya dan telah dlsumpah
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Dana Operasional adalah belanja yang disediakan untuk
mendukung kelancaran tugas, fungsi serta wewenang DPRK
dan disusun berdasarkan rencana kerja yang dltetapkan
oleh Pimpinan DPRK.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa
uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK
setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di
daerah pemilihannya didasarkan pada kemampuan
keuangan daerah kategori kemampuan daerah sedang.
Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya setiap 1 (satu) triwulan atau 3
(tiga) bulan sekali melalui gaji. :



BAB II
TUJUAN DAN BESARAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

(1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan Penunjang Kegiatan
dan Tunjangan berupa:

a. Dana Operasional Pimpinan DPRK;
b. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
c. Tunjangan Reses. :

(2) Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan hanya kepada
Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK
sehari-hari.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif, sebagaimana d1maksud
pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

(4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan set1ap
melaksanakan Reses.

Pasal 3

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a diberikan kepada: *

a. Ketua DPRK yaitu sejumlah Rp. 4.200.000,-(empat juta dua
ratus ribu rupiah); dan

b. Para Wakil Ketua DPRK yaitu masing-masing sebanyak Rp
2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dal
Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRK
masing-masing sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus
ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (13)
huruf ¢ bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing- masmg
sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). '

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk
semua biaya atau disebut lumpsum; dan



b.

(1)

2

(1)

(5)

20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan danar
operasional lainnya. t

Pasal 7

Bendahara pengeluaran mengajukan surat permmtaan
- pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar
1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 {satu) tahun anggaran
kepada pengguna anggaran. ;
Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat
perintah membayar langsung untuk pencairan Dana
Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1
(satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah. '°
Surat perintah membayar langsung sebagaimana dlmaksud
pada ayat (2) melampirkan:
a. daftar penerima Dana Operasional; dan
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani lepman
DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai
dengan peruntukannya.
Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana
untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah
membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK. '

Pasal 8

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1} melakukan pembayaran Dana Operasional yang
diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah
ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK. Lo
Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) mengelola Dana Operasional untuk dukungan
operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturah
perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan
daerah. f-

Pasal ©

Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasiona;ﬁjl,
Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yan%g
menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan
peruntukannya. |
Pertanggungjawaban  penggunaan Dana  Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dlbuktlkan
dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
Pertanggungjawaban  penggunaan Dana Operasmnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b d1serta1
dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. :
Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggung)awaban
penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran seuap
bulan paling lambat tanggal 5 {lima} bulan berikutnya. :
Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh
Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat {4}

e




sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan

berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan
sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan

berjalan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakarf
sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Satuan

Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK menyetorkan 31sa
Dana Operasional ke kas daerah. ;.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalarri
Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan J anuan
Tahun 2022.

BABV
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. “'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14  ¥ebvuuy 2022 M
B SRapb 1443 H

UPATI AGEH BARAT/ A,S}
AKMAL I ™

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal {4 Februamy 2022 M

13 \J{z{}y@, 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN H BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR S~



